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SINOPSIS 
 
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan 

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

secara berkelanjutan. Namun tujun tersebut dapat terwujud apabila terdapat peran 

serta masyarakat bersinergi dengan pemerintah desa. Masyarakat harus didorong 

dan ditumbuhkan semangat partisipasinya melalui dukungan pemerintah. 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah peran pemerintah dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kedunggubah Kecamatan 

Kaligesing Kabupaten Purworejo?”. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang sedang 

terjadi berdasarkan kenyataan yang ada untuk memperjelas dan menganalisisnya. 

Unit analisis adalah masyarakat desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing 

Kabupaten Purworejo. Informan atau nara sumber diambil secara purposif dengan 

teknik purposive dari warga masyarakat sejumlah 15 orang. Teknik pengumpulan 

data dengan observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan teknik interpretatif yaitu dengan menggambarkan data yang 

diperoleh, dicari unsur pokok yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian 

menganalisanya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sebagai dinamisator, peranan 

pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bagi terlaksananya 

pembangunan sudah berperan dengan baik dalam rangka mengimplementasikan 

kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Dilihat dari 

segi kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat 

sudah mampu, sesuai dengan informasi yang ada. (2) Sebagai katalisator 

pemerintah desa dan masyarakat desa Kedungsagubah saling bekerjasama melalui 

kegiatan koordinasi dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dari mulai 

perencanaan sampai pada evaluasi kegiatan. Hasil koordinasi dalam pengawasan 

pembangunan kemudian didiskusikan untuk dapat diketahui tingkat keberhasilan 

suatu kegiatan yang dilaksanakan. (3) Sebagai pelopot dalam bidang 

pembangunan dan kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan berhasil, karena 

para pemerintah desa dan aparatur pemerintah sering terjun langsung ke lapangan 

untuk memberkan teladan, memantau ataupun untuk mengawasi langsung setiap 

kegiatan pembangunan yang sementara dilaksanakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pelaksanaan otonomi daerah mengandung konsekuensi yang cukup 

menantang bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah 

benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian, di sisi yang lain telah 

menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat 

mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi 

desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber 

daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan 

masih banyak yang lain. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa 

merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat 

perhatian serius dari pemerintah.  

Pada saat pola pemerintahan sentralistik, daerah menerima saja 

program-program yang telah dirancang dari pusat. Akan tetapi, sekarang ini 

daerah harus melakukan sendiri aktivitas perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pengawasan. Dengan beban pekerjaan yang semakin banyak tersebut, maka 

sumber daya manusia harus siap, baik jumlah maupun kualitasnya. Sedangkan 

dalam hal sumber pembiayaan pembangunan, daerah dituntut untuk mampu 

membiayai sebagian besar kegiatan pembangunannya, sehingga sekali lagi 

diperlukan sumber daya manusia yang kreatif yang dapat menghasilkan 

1 
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pemikiran, konsep, dan kebijakan bagi pemenuhan sumber pembiayaan 

pembangunan. 

Dengan lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka 

pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta 

memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam 

pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih 

tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih 

efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa 

memiliki dan tanggung jawab.  

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam 

dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada dasarnya pembangunan 

adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan 

terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf 

hidup/kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional 

yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata 

material dan spiritual berdasarkan Pancasila.  

Perjalanan pemerintahan desa membutuhkan keterlibatan aktif dan 

keseriusan pemerintah setempat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

pemerintah kecamatan yang termasuk didalamnya adalah pemerintah desa. 
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Dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada 

pembangunan di desa, maka pemerintah desa harus berperan aktif dan 

mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang 

didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat 

mengingkan peran yang lebih besar dari pemerintah desa dalam pelaksanaan 

pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya 

berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk menggerakkan masyarakat 

dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur 

penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan 

masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan 

ini. Kepala Desa memegang peranan yang menentukan untuk menggerakkan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebagai pimpinan tertinggi dan 

penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Kepala Desa 

harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya terutama dalam 

menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Pada dasarnya pembangunan desa adalah merupakan suatu proses 

perubahan yang dilaksanakan di wilayah desa dan perubahan ini 

mengikutsertakan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil pembangunan maupun dalam 

mengevaluasinya. Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang 

melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik 

akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan 
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menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. 

Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan 

pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan 

mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 114 tahun 2014, tentang 

Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan 

desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat 

secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa 

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, 

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di 

desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.  

Kegiatan perencanan pembangunan desa biasanya diawali dengan 

kegiatan Musyawarah Perencanan dan Pembangunan (Musrenbang). Setiap 

tahun pada bulan Januari, biasanya diselenggarakan Musrebang untuk 

menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan 

dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa 

anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua 

dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan 

mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik. 
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Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan 

informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat 

kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. 

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 

pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati 

rancangan RPJM Desa.Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti 

oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan berbagai unsur 

masyarakat yang ada di desa. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah 

perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain 

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.  

Dalam proses pembangunan desa, dukungan dari masyarakat sangat 

diperlukan dalam usaha melaksanakan program-program pembangunan di 

pedesaan. Pelaksanaan pembangunan desa akan tercapai apabila melibatkan 

partisipasi dari masyarakat desa dalam setiap kegiatan. Dengan adanya 

partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sangat diharapkan sekali baik 

pada tahap perencanaan, proses pembuatan keputusan maupun dalam 

pelaksanaan serta tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan yang 

sedang dilaksanakan. 

Partisipasi mempunyai peran penting di dalam suatu organisasi desa dalam 

mencapai tujuan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin mudah 

masyarakat untuk berkembang Partisipasi masyarakat adalah proses yang 

membutuhkan waktu dan kesadaran di dalam pembangunan untuk kemajuan ke 



 6 

depan. Keterlibatan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari lembaga dimana masyarakat sebagai obyek dan subyek.  

Dalam pembangunan infrastruktur desa harus lebih didasarkan atau 

ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya 

keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi 

lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan 

tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek 

tersebut berakhir, dan di dalam pembangunan infrastruktur desa hendaknya 

mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005: 61). 

Peranan Pemerintah Desa dalam menggerakkan masyarakat meliputi 3 

hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan 

pengembangan terhadap masyarakat. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi 

kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, 

Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan 

perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak 

difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur 

baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan 

ekonomi kerakyatan. 

Kenyataan di lapangan yang terjadi adalah bahwa di Desa 

Kedunggubah Kecamatan Kaligesing telah terlaksana berbagai macam bentuk 

pembangunan  di tingkat desa namun ternyata partisipasi masyarakat belum 

optimal sehingga perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 
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pembangunan belum dapat terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan 

kenyataan inilah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil tema peran pemerintah dalam menggerakkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan di desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing 

Kabupaten Purworejo.  

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diajukan rumusan 

masalah sebagai  berikut :  Bagaimanakah peran pemerintah dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa 

Kedunggubah Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo ?.  

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan 

peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan di Desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing Kabupaten 

Purworejo sehingga diharapkan dengan pemahaman yang mendalam tentang 

partisipasi maka masyarakat akan terlibat aktif di dalamnya. 

 
 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Dapat mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam menggerakkan 

partisipasi masyarakat di Desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing, 

Kabupaten Purworejo. 
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